Uni versitas Indonesia Library >> U - Tesis Menbership

Implementasi kebijakan penguatan manajemen kelurahan dalam rangka
eningkatan kinerja pemerintah kelurahan: studi kasus Kelurahan Pluit
ecamatan Penjaringan Kotamadya Jakarta Utara

Anita Permata Sari, author

Deskripsi Lengkap: https:/lib.ui.ac.id/detail 71 d=20463126& | okasi=lokal

Tesisini merupakan hasil penelitian tentang implementasi kebijakan Penguatan Manajemen Kelurahan
dalam rangka peningkatan kinerja pemerintah kelurahan. Penelitian ini penting, mengingat kompleksitas
tuntutan kebutuhan dan permasalahan masyarakat di Provinsi OK|I Jakarta yang sangat dinamis dan
mendesak untuk segera mendapat penyelesaian. Oleh karenaitu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
menggulirkan kebijakan Penguatan Manajemen Kelurahan dengan harapan pemerintahan perlu didekatkan
kepada masyarakat, agar pelayanan yang diberikan menjadi semakin baik (the closer goverment, the better it
serves). Artinya Kelurahan yang merupakan unsur pel aksana Lini/Pelaksana K ewilayahan mampu
memberikan kinerjanya yang optimal dalam menjalankan fungsi utamanya memberikan pelayanan langsung
kepada masyarakat (close to the customer) di wilayahnya.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif yang diperoleh melalui
studi pustaka, observasi dan wawancara mendalam (indepth interview) dengan parainforman. Sementara
itu, pemilihan informan dilakukan secara snowball sampling, informan pertama memberikan petunjuk
tentang informan berikutnya yang dapat memberikan informasi yang tepat dan mendalam.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Penguatan Mangjemen Kelurahan dalam
implementasinya memiliki kecenderungan pada statutory services, artinya pemerintah kelurahan dalam
menjaankan kebijakan tidak memiliki otonomi untuk membuat policy (membuat pengaturan) dan hanya
bertugas melaksanakannya, tetapi terkadang pemerintah kelurahan masih mendapat kesempatan dan diskersi
untuk membuat keputusan yang bersifat implementatif terhadap kebijakan Penguatan Mangemen
Kelurahan. Implikasinyaterjadi penyeragaman pelimpahan kewenangan dan penganggaran dalam kegiatan
Penguatan Manajemen Kelurahan, sehingga kinerja pemerintah kelurahan tidak ada perubahan setelah
dilaksanakan kebijakan tersebut bahkan lebih terpuruk, karena kegiatan Penguatan Manajemen Kelurahan
lebih mengedepankan aspek penyerapan anggaran dibandingkan progress kegiatan, apalagi didukung dengan
situasi dan kondisi kelurahan yang minim akan kuantitas dan kualitas personil kelurahan.
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